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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/Menhut-V/2010
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN

Menimbang

Mengingat

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan

Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan

Reklamasi Hutan, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Tahunan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang
Dana Reboisas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4776);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),
sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Pressden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-
11/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
64/Menhut-11/2008 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN.

BAB |
PENDAHULUAN
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kehutanan ini, yang dimaksud dengan:

1. Rencana Tahunan Rehabilitas Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat
RTnRHL adalah rencana RHL yang disusun pada tahun sebelum kegiatan
(T-1) yang bersifat operasional beris lokasi definitif kegiatan RHL,
volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.
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Rancangan Kegiatan RHL adalah hasil identifikas calon lokas kegiatan
RHL dan hasil andlisis perhitungan kebutuhan bahan, upah dan kegiatan
lainnya yang disusun berdasarkan RTKRHL-DAS dan/atau RPRHL.

Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah
daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungal dan anak sungai
yang berfungs menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal
dari curah hujan ke danau atau laut secara alami yang batas di darat
merupakan pemisah topografi dan batas di laut sampa dengan daerah
perairan yang masi h terpengaruh aktivitas daratan.

Daerah Aliran Sunga (DAS) Prioritas adadah DAS yang berdasarkan
kondis lahan, hidrologi, sosial ekonomi, investasi dan kebijaksanaan
pembangunan wilayah tersebut perlu diberikan prioritas dalam
penanganannya.

Daerah Tangkapan Air (DTA) atau Catchment Area adalah suatu wilayah
daratan yang menerima ar hujan, menampung, dan mengalirkannya
melalui satu outlet atau tempat atau peruntukan tertentu.

Embung air adalah bangunan penampung air berbentuk kolam yang
berfungsi untuk menampung air hujan, air limpasan atau air rembesan pada
lahan tadah hujan yang berguna sebagal sumber air untuk memenuhi
kebutuhan pada musim kemarau.

Hutan Konservas adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang
mempunyai fungs pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan
satwa serta ekosi stemnya.

Hutan Kota adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang
bertumbuhan pohon-pohonan yang kompak dan rapat di dalam wilayah
perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan
sebagal hutan kota oleh pgabat yang berwenang.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagal perlindungan sistem penyangga kehdupan untuk mengatur tata ar,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan mangrove adalah suatu formas pohon-pohon yang tumbuh pada
tanah alluvial di daerah panta dan sekitar muara sunga yang dipengaruhi
pasang surut air laut dan dicirikan oleh keberadaan jenis-jenis Avicenia
spp. (Api-api), Soneratia spp. (Pedada), Rhizopora spp. (bakau),
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Bruguiera spp. (Tanjang) Lumnitzera excoecaria (Tarumtum), Xylocarpus
spp (Nyirih), Anisoptera dan Nypa fructicans (Nipah).

Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai
dan berada diatas garis pasang tertinggi dengan jenis-jenis pohonnya antara
lain : Casuarina equisetifolia (Cemara laut), Teminalia catappa
(Ketapang), Hibiscus tiliaceus (Waru), Cocos nucifera (Kelapa) dan
Arthocarpus altilis (Nangka/cempedak).

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak
milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas
minima 0,25 ha, penutupan tguk tanaman kayu-kayuan dan tanaman
lainnya lebih dari 50 %.

Hutan rawang adalah areal dalam kawasan hutan yang tidak produktif yang
ditandai dengan potensi pohon niagawi kurang dari 20 m3/ha.

Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.

Kawasan budidaya tanaman semusim adalah kawasan budidaya yang
diusahakan dengan tanaman setahun atau semusim terutama tanaman
pangan.

Kawasan budidaya tanaman tahunan adalah kawasan budidaya yang
diusahakan dengan tanaman tahunan, seperti hutan produks tetap,
perkebunan, tanaman buah-buahan dan lain sebagainya.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan
oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya
alam, sumberdaya buatan dan nilai sgarah serta budaya bangsa guna
kepentingan pembanguan berkelanjutan yang meliputi kawasan yang
memberikan perlindungan kawasan bawahnya, kawasan perlindungan
setempat, kawasan suakan alam dan kawasan rawan bencana alam.

Konservas tanah adalah upaya penempatan setiap bidang lahan pada
penggunaan (secara vegetatif dan/atau civil technic) yang sesuai dengan
kemampuan lahan tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-
syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah sehingga dapat
mendukung kehidupan secara lestari.
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